BAB V

KESIMPULAN DAN SARAH

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian diatas, sebagaimana rangkaian akhir penutup dari

skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum selalu mengupayakan penyelesaian perkara pidana
yang berita acara pemeriksaannya belum lengkap dengan segera agar dapat
dilengkapi oleh Penyidik guna suksesnya penuntutan di persidangan.
Langkah-langkah penyelesaian perkara pidana tersebut yakni dengan segera
melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Selain itu, antara JPU dan
Penyidik Melakukan pertemuan dalam konteks koordinasi demi kelancaran
dan kesuksesan suatu perkara, terutama dalam pembuktian.

2. Faktor penghambat yang terdapat dalam penyelesaian perkara pidana pada
tahap prapenuntutan antara lain datang dari aparat penegak hukum itu sendiri
yang kurang professional, terlihat dari kurangnya pemahaman aparat penegak
hukum terhadap substansi Hukum Acara Pidana. Selain itu sumber daya
manusia penyidik Polri yang kurang berpendidikan sarjana hukum, sehingga
penyidik mengalami kesulitan dalam menterjemahkan petunjuk-petunjuk dari
jaksa penuntut umum yang berlatar belakang pendidikan hukum. Hambatan
dari budaya masyarakat turut mengambil andil dalam penghambat penyelesain

perkara pidana.
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5.2 Saran

1.

Perlunya kebijaksanaan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam hal
proses penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan, agar
masyarakat para pencari keadilan dapat diperlakukan dengan seadil-adilnya
dan hukuman yang diterapkan dapat pula berjalan dengan sejujur-jujurnya
yang sesuai dengan hati nurani para aparat penegak hukum.

Perlu adanya koordinasi yang kuat antara penyidik dan jaksa dalam hal
menyelesaikan perkar pidana khususnya pada tahap prapenututan agar
koorinasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan memiliki hasil yang sesuai
dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan.
Hubungan antara Jaksa dan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam
penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan secara formalitas
terkait dengan berkas perkara saja sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110
dan Pasal 138 KUHAP, akan tetapi secara materil kadang juga bisa
melakukan pertemuan dalam konteks koordinasi demi kelancaran dan
kesuksesan suatu perkara. Terutama dalam pembuktian. Jadi hubungan itu
harus tetap terpelihara dengan baik, apabila relasi sudah tidak baik hal ini
tentu juga akan menghambat proses kelancaran penyelesaian perkara pidana

khususnya pada tahap prapenuntutan.
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